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ABSTRAK

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,
salah satu yang menjadi tugas camat yaitu membina penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Ruang lingkup dari tugas camat tersebut
antara lain yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
pemerintahan desa dan/atau kelurahan,~memberikan  bimbingan, supervisi,
fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan,
melakukan pembinaaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah,
melakukan ‘pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau
kelurahan, melakukan evaluasi-penyelenggaraan., pemerintahan desa dan/atau
kelurahan di_tingkat kecamatan, dan melaporkan“pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat
kecamatan kepada bupati/walikota.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Camat
Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru dan Apa Saja Hambatan Camat Dalam Membina
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan 'di  Kecamatan . Tampan Kota
Pekanbaru.

Penelitian ini dilihat dari jenis penelitiannya termasuk dalam jenis
penelitian observational research yaitu dengan cara survey atau meninjau
langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu
wawancara dan kuesioner. Sedangkan sifatnya adalah deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Peran Camat Dalam Membina
Penyelenggaraan Pemerintahan-Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
sudah cukup terlaksana, karena sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Hal ini terlihat dari adanya bentuk koordinasi
yang selalu dilakukan oleh Camat terhadap Sembilan  Lurah yang ada di
Kecamatan Tampan, kemudian Lurah Dberkoordinasi dengan RT dan RW di
kelurahannya masing-masing. Disamping itu juga didukung dengan adanya rapat
rutin yang diadakan minimal dua kali dalam seminggu antara camat dan lurah di
Kecamatan Tampan. Dalam pertemuan tersebut membahas masalah yang dihadapi
oleh kelurahan masing-masing yang. kemudian di pecahkan bersama-sama.
Kemudian hambatan Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan di Kecamatan Tampan yaitu dalam pertemuan antara camat dan
Sembilan lurah yang diadakan minimal dua kali dalam seminggu, beberapa lurah
sering tidak datang. Lurah mewakilkan kepada sekretaris lurah atau staff lainnya.
Sehingga pembinaan yang dilakukan camat kepada lurah kurang maksimal. Selain
itu camat Tampan tidak turun langsung ke lapangan untuk membina seluruh
perangkat kelurahan secara langsung. Camat hanya mengkoordinasikan melalui
lurah masing-masing. Sehingga peran camat dalam membina kepada seluruh
perangkat kelurahan kurang terlaksana. Akibatnya penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan yang dilakukan perangkat kelurahan seperti pelayanan administrasi
kepada masyarakat kurang maksimal.



ABSTRACT

In Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Sub-Districts,
one of the tasks of the camat is to foster the administration of village government
and / or kelurahan. The scope of the subdistrict head's tasks included conducting
and supervising the administrative administration of the.village and / or kelurahan
government, providing guidanee; supervisiongfacilitation, and consultation on the
administration® of the willage and / or kelurahan, eonducting-supervision and
supervision of the village head and / or lurah , conduct guidance and supervision
of the village and / or kelurahan apparatus, conduct village and / or kelurahan
government _administration _. at< the\, Ssub-district “level, and" report on the
implementation and supexviston of village and / ‘or.yillage administration at the
sub-district level to.the regent / mayor.

The'main problem in this study is how the role of the Camat in fostering
the implementation of urban village administration in Tampan sub-district,
Pekanbaru andwhat are the obstacles of the sub-district head in fostering the
administration of urban villages in Tampan sub-district, Pekanbaru.

This research is seen from the type of research included in the type of
observational research, namely by surveying or directly reviewing the location of
the study using data collection tools such as interviews and questionnaires. While
the nature is descriptive.

The conclusion of thissstudy is the.Rele of-the Camat in Fostering the
Implementation of Village Administrations in Tampan Subdistrict, Pekanbaru
City, which iIs sufficiently carried out, because it"is In accordance with
Government Regulation Number 17 of 2018 cancerning Sub=Districts. This can
be seen from the form of coordimation| that\was always carried out by the Sub-
District Head towards the Nine Lurah in-Tampan Subdistrict, then the Lurah
coordinated with the' RTs and RWSs in their respective villages. Besides that, it
was also supported by the existence of routine meetings held at least twice a week
between the sub-district head and village heads in Tampan District. In the meeting
discussed the problems.faced by each village whieh.were then solved together.
Then the Camat's obstacle.in fostering the administration of the kelurahan in
Tampan Subdistrict is that"in the _meetingsbetween the sub-district head and the
Nine Lurahs which are held at least twice a week, some lurahs often do not come.
The village head represents the lurah secretary or other staff. So that the guidance
carried out by the sub-district head to the lurah was not maximal. In addition, the
Tampan sub-district head did not go directly to the field to directly guide all
kelurahan officials. Camat only coordinates through the respective lurah. So that
the role of the sub-district administrator in fostering all the kelurahan tools is not
implemented. As a result, the administration of the kelurahan which is carried out
by the kelurahan apparatus such as administrative services to the community is
not optimal.
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BAB |
PENDAHULUAN

Pe

daerah, y

masyarakat

urusan rumah tangga sendiri.

Desentralisasi pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan
pemberian otonomi kepada setiap daerah, didalam meningkatkan suatu daerah
untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanan pembangunan. Dengan

demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan
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pemerintah sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan
daerah (Syafiie, 2002, p. 85).
Menurut Ndraha (2003:5) bahwa pemerintahan adalah suatu sistem

gi kebutuhan tertentu

penyelenggaraan pemerintahan Ne

Kepastian hukum

Tertib penyelenggaran Negara
Kepentingan umum
Keterbukaan

Proporsionalitas
Profesionalias

Akuntabilitas

Efesiensi

Efektivitas

Keadilan.

— - Sae ho a0 o
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
dalam ketentuan umum dirumuskan bahwa pemerintah adalah pemerintahan

pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan Pemerintah

yelenggaraan

urusan pemer G erwakilan Rakyat

Daerah me

seluas-luas

dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

Perencanaan dan pengendalian pembangunan

o &

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat

o o

Penyediaan sarana dan prasarana umum

@

Penanganan dibidang kesehatan

f. Penyelenggaran pendidikan



Penanggulangan masalalah social
Pelayanan dibidang ketenagakerjaan
i. Fasilitas pengembangan koperasi,usaha kecil dan menengah
J. Pengendalian lingkungan hidup
k. Pelayanan pertahanan
I. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem
ketertiban dalam masyarakat bisa menjalani kehidupan' yang wajar. Oleh karena
itu secara umum, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuan bidang
pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintahan
Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
serta peran masyarakat. Pemerintahan “menyelenggarakan sendiri, atau dapat
melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau
wakil pemerintah didaerah  atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah.
Wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan tidak semata-
mata dilakukan oleh pemerintah™ pusat. Melainkan juga satuan-satuan
pemerintahan yang lebih rendah, baik secara territorial maupun secara fungsional.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun
kabupaten/kota dalam penataan kelembagaan perangkat daerah untuk
pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta

Kecamatan. Mencermati esksitensi kecamatan sebagai perangkat daerah yang



terletak diwilayah kabupaten dan/kota maka camat selaku kepala pemerintah
kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaraan roda pemerintahan
kecamatan, disinilah tugas dan wewenang camat ditantang dalam konteks
penyelenggaraan.pemerintah -pembangunan..maupun pembinaan kesejahteraan
masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin
karena Kinerja kecamatan berpengaruh secara umum terhadap Kinerja organisasi
perangkat daerah yang lainnya. Bisa dipahami bahwa camat mengembang
serangkaian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan yang telah ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aulia, 2005, p. 92)

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan
dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota. Pertanggung jawaban camat kepada Bupati/Walikota melalui
Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif."Pengertian melalui
bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, Karena
secara struktual Camat berada langsung dibawahi Bupati/\Walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja,namum tidak
memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas
umum Pemerintahan di Wilayah Kecamatan, khususnya tugas —tugas atributif
dalam bidang koordinasi Pemerintahan terhadap seluruh instansi Pemerintah
wilayah Kecamatan, penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, penegakkan
Peraturan  Perundang-undang, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintah lainnya yang belum

dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan dan atau instansi Pemerintah
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lainnya diwilayah kecamatan karena penyelenggaran tugas instansi Pemerintah
lainnya di kecamatan harus berada dalam kordinasi camat.

Camat sebagai perangkat daerah artinya kedudukan Camat di kecamatan

g ada di kecamatan

memperole : aha : alikota untuk
menangani

Pembentukan  kecama ala ra [ ' koordinasi
penyelengga emeri ana erdayan masyarakat

desa/keluraha ' 0 3 ‘ 3 ' lomor 23 Tahun
&

. Sekretariat DPRD
c. Inspektorat
d. Dinas
e. Badan

f. Kecamatan

Kedudukan kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014

sebagai berikut:
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1. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka

meningkatkan koordinasi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik,

dan pemberdayaan masyarakat/Desa kelurahan.

a. Menyelenggarakan urusan pemerintah ditingkat kecamatan sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
pelaksanaan urusan pemerintah umum.

b. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Mengkordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban
umum.

d. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah.
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e. Menggordinasikan pemeliharan prasarana dan sarana pelayanan umum
f. Menggordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

kecamatan

kabupaten/kota : gas angka mengatur
dan mengur i san_pemerinta s nomi dan tugas
pembantuan
kecuali urusan N A - kan Kkesejahteraan
masyarakat. ..
Jelas sekali, eksiten ‘ : menempati posisi yang sangat
penting ditengah penyelenggaraan pemerintah daerah karena kecamatan adalah
perangkat daerah yang telah diserahi kewenangan untuk menjalankan urusan
pemerintah daerahnya dengan asas desentralisasi. Mengenai keberadaan
kecamatan yang cukup penting, dapatdicermati alasan berikut:
a. Kecamatan merupakan ujung tombak dari penyelenggaran pemerintah

yang langsung berhadapan dengan yang langsung berhadapan dengan
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masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintah secara keseluruhan akan

banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut.

. Kecamatan merupakan “line office” dari pemerintah pusat yang

dan/atau kelurahan;

e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan di tingkat kecamatan; dan

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat

kecamatan kepada bupati/walikota.



Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendekatkan dan
memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan itu
dapat terus membaik apabila pemerintahan dijalankan secara terbuka, akuntabel,
dan memberi ruang partisipasi. kepada masyarakat. Pelayanan dasar adalah
pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan
sebagai fungsi dasar suatu pemerintahan: sampal saat ini masih saja menjadi
diskursus “yang memiliki.nilai urgensi yang sangat.tinggi seiring dengan
permasalahan-permasalahan yang masih sangat banyak dikeluhkan oleh sebagai
anggota masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, karena
secara realita hampir seluruh masyarakat pasti_akan bersinggungan dan
bersentuhan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sehingga masalah penyelenggaraan pelayanan publik-masih tetap menjadi
suatu pembicaraan yang serius baik bagi unsur masyarakat yang melaksanakan
proses penyelenggarakan pelayanan publik, dan hal ini_merupakan suatu gejala
umum yang terjadi pada proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh institusi
pemerintah.

Sementara kelurahan yang dipimpin oleh Lurah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dimana Kelurahan adalah
wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah
kecamatan, sedangkan Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan
tanggung jawab kepada camat. Lurah merupakan perangkat daerah

kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

10
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Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan ditegaskan bahwa tugas Lurah adalah:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintah

b. Melaksa
.
ahun 2005
tentang Ki
a.
b.
C.
d.
e.
f.
ugas-tugas tersebut
diperlukan pe 2 ah. i » tindakan, proses,
hasil atau pern f' sanakan tugas-tugas
sesuai dengan fung QQ . dibebankan kepadanya, oleh
karena itu diperlukan kema mpin pemerintah untuk dapat

melaksanakan suatu bentuk pembinaan pada lurah (Thoha, 2002, p. 7).
Administrasi kelurahan adalah keselurahan kegiatan pencatatan data dan

informasi mengenai kegiatan-kegiatan keselurahan pada buku Administrasi

kelurahan. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007) Tentang

pedoman administrasi kelurahan pasal 1 ayat 5

11
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Administrasi umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengena

kegiatan pemerintah kelurahan. Adapun administrasi kelurahan terdiri dari 5 jenis:

1. Administrasi umum

. Buku kader-kader pembangunan
5. Administrasi lainnya (Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 34
Tahun 2007 pasal 2)
a. Buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan

b. Buku register

c. Buku monografi kelurahan.

12



Untuk perencanaan pada kelurahan tidak memiliki otonom penyusunan
renstra sendiri. Renstra yang dibuat merupakan bagian dari renstra kecamatan.
Selanjutnya pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tergantung
pada Kketersediaan dana dikecamatan, ..dan kewenangan terbatas pada
melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat. Camat dalam menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan juga-melaksanakan, kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan  oleh walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang
meliputi aspek perizinan dan non perizinan  yang terdiri- dari perizinan,
rekomendasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan dan penyelenggaraan.

Pembinaan oleh seorang pemimpin/Camat dalam suatu organisasi adalah
suatu pelaksanaan membina yang dilakukan oleh Camat untuk mencapai suatu
tujuan yang diinginkan demi kepentingan masyarakat agar dapat mewujudkan
partisipasi masyarakat serta-, demokrasi secara, nyata guna-meningkatkan taraf
hidup masyarakat. Arti penting menurut Nurcholis adalah:

a. Diarahkan = untuk  menjamin  penyelenggaraan  tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna

b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta menumpuk
kegairahan bekerja

c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat
pada pancasila, UUD 1945'dan Negara
Ditunjukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi
Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran, dan pemanfatan pegawai

f. Diarahkan pada Pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja
(Nurcholis, 2007, p. 133).

Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada camat harus
dilaporkan secara berkala setiap bulannya kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah. Pelaporan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk

13
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mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan
kepada camat.

Demi berjalannya roda pemerintahan yang optimal di kelurahan, maka perlu

" y diberikan

2]

tuk

v

. tem pelayan ﬂf pelayanan yang

efektif, efes dan mendekat :‘. 3 g Sudah menjadi
i - _@ at, ternyata hak

: harapan semua

angan pemerintah

sumberdaya aparatur yang ada. Dalam pelayanan tersebut harus memberikan
pelayan yang terbaik. Keinginan masyarakat pada dasarnya ada 4 (empat) yaitu:

1. Ingin mendapatkan pelayanan yang baik

2. Terjadinya rasa aman dan tentram

3. Dihargai dan didengar aspirasinya

4. Terfasilitas kebutuhannya (Dwijowiyanto, 2000, p. 41) .

14
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Adapun fonemona-fenomena yang penulis temukan dilapangan yaitu
sebagai berikut:

1. Kurangnya kegiatan pengawasan dari Camat dalam tahap-tahap

Dalam wuraian yang tele ukakan diatas,akan dapat penulis
merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini,yaitu:
1. Bagaimana Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Hambatan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

15
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

a. Untuk

a. Sebagai [ an da \getahuan pe ebih jauh terutama
tentang Peran

Kelurahan di

Kelurahan.
c. Untuk memecahkan masalah yang timbul dalam penelitian ini sehingga

dapat memberikan manfaat dan bahan masukan bagi setiap orang yang
ingin memperdalam ilmu pengetahuan khusunya tentang Peran Camat

Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

16



D. Tinjauan Pustaka
a. Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara (HAN) merupakan bagian dari hukum publik,
yakni hukum yang mengatur tindakan Pemerintah dan mengatur hubungan antara
Pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antara Organ Pemerintah. HAN
memuat keseluruhan peraturan, yang, berkenaan, dengan cara bagaimana Organ
Pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi HAN berisi aturan main yang
berkenaan dengan fungsi Organ-Organ Pemerintahan.

Disamping itu, Hukum administrasi Negara juga merupakan instrument
yuridis yang digunakan oleh Pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam
kehidupan masyarakat. Disisi lain HAN merupakan Hukum yang dapat digunakan
oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari
Pemerintah. Jadi HAN memuat peraturan mengenai aktifitas Pemerintah.

Hukum Administrasi Negara meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan
dengan Administrasi. Administasi berarti sama dengan Pemerintahan. Oleh karena
itu HAN disebut juga. HTP. Perkataan Pemerintah  dapat disamakan dengan
kekuasaan eksekutif, artinya Pemerintahan.merupakan bagian dari Organ dan
fungsi Pemerintahan, yang bukan Organ dan fungsi pembuat Undang-undang dan
peradilan.

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota
untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan yang luas

terbuka kesempatan bagi daerah otonom untuk menggali dan memanfaatkan

17
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semua potensi yang ada guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas
desentralisasi sebagai bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah, memberikan konsekuensi bagi tumbuh kembangnya

kesempatan

at luz Ja daera ‘ ewenangannya
secara mand /3 ‘* _[F' mewujudkan
i oairkat U pel g pemberdayaan

meningkatkan

QQ ara'professional dan dalam rangka
pencapaian sasaran tujua ‘ e efektif dan efisien. Dengan
kewenangan yang luas akan meningkatkan inovasi dan kreativitas pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga kewenangan
dengan kewenangan yang luas terbuka juga peluang terjadinya penyalahgunaan

kewenangan pemerintahan, sehingga memerlukan pengawasan yang karena tanpa

pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan

18



kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak
terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan.mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat serta daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan
maka pengawasan sebagai instrument dalam manajemen organisasi pemerintahan
harus berjalan dan terlaksana secara optimal. Optimalisasi pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah selain mewujudkan cita-cita otonomi
daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar
tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

b. PengertianPeran

Terkait konsep peranan ini penulis mengemukakan bahwa peranan ini
suatu hal yang penting dalam suatu organisasi,baik organisasi pemerintahan,
swasta, maupun organisasi lainnya. Sehingga menurut Levinson dalam Soekanto,
Peranan adalah Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan
posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat
(social position) merupakan-unsur statis yang-menunjukkan tempat individu pada
organisasi masyarakat. Peranan menunjuk fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai
suatu proses. Jadi, seseorang menduduki sesuatu posisi dalam masyarakat serta
menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
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rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam

kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh

masyarakat sebagai subsistem Pemerintah di Indonesia, Kecamatan mempunyai
kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan
administrasi Pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Secara umum, pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang
diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun

informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang

20



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan

pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki

kedudukan di masyarakat.

W RETA SRS
= .8

A

seseorang

SEAONAERNNE

Kemudian menurut Poerwadarminta (2003:41), pengertian peran adalah

suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar
belakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan
lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk betindak.

Selanjutnya menurut Soekanto (2009:34), arti peran adalah suatu

pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan
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yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial,

bahkan dalam keteruran tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang

berbeda.

Senada de , ivadi (2002:44 agertian peran adalah

kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi
ini berdasarkan interpretasi atas sesuaty yang diyakini tentang bagaimana
seharusnya kita berperilaku.

Kemudian Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang

lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar
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perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks
dimana orang tersebut bertindak.

Selanjutnya saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang

ini akan muncul saat

peran yang at impli Si dak terlihat di
permukaan. al ini @ pemenuhan kebutuhan

emosional dan

tanggung jawab (Susanto, 1979, p. 92). Peranan dalam penelitian ini dimaksudkan
bagian tugas dari camat yang harus dilakukan dalam membina penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan di Kecamatan Tampan.

23



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

c. Pengertian Pembinaan
Pembinaan adalah suatu tindakan proses hasil atau pernyataan yang lebih

baik. Ada halnya menunjukkan kemajuan, dan peningkatan menjadi yang lebih

upaya masyarak apat menin ang lebih baik

sejahtera dan se a (Ism - : n tata cara binaan yaitu:

. Dengan menggunakan petunjuk/demonstrasi.

4. Ceramah merupakan kaidah membina yang penting dan popular yang
tujuannya khusus memberi penerangan.

Pembinaan merupakan suatu proses yang di lakukan untuk merubah

tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-

citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
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Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment),
berasal dari kata ’power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama

pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan

suan individu untuk

masyarakat,
Khususnya kekuatan atau
kemampua reka memiliki

kebebasan produktif yang

AN

kepada

taana

Q <»
' ‘ @ dapat diartikan sebagai
suatu tindakan, proses, has ernyataan | baik. Dalam Buku Pembinaan

Militer Departemen HANKAM disebutkan, bahwa pembinaan adalah:
“Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan,
uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu
untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil

yang sebesar-besarnya”. (Musanef, 2001:11).
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Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan
peningkatan, atas berbagai kemungkiinan peningkatan, unsur dari pengertian

pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan

hanya di k A usia : an haruslah

(Miftah, 2003:16-17).
Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya

yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang

dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah :

“Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan,

penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan
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serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil

guna”. (Musanef, 2001:11).

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan

~
&

pegawai-pe

. el
tanggung jawat ‘kepadanya s eraturan perundang-
undangan kepegawaian Yya :" hinaa ’
— & - : ‘
a.

b.

Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses
pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
organisasi (wadah yang ditentukan).

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya

Pembinaan Organisasi mengidentifikasikan karakteristik pembinaan, yaitu :
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1. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses

organisasi dibandingkan dengan isi yang subtantif.

2. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk

membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan
lainnya.

Teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks,
yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud
adalah bagaimana setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai

hasil yang sempurna dengan mencapi efisiensi. Penggunaan daripada teknik ini
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tidak hanya untuk mencapi efisiensi, tetapi juga terhadap kualitas pekerjaannya

dan keseragaman daripada hasil yang diharapkan. Teknik ialah berhubungan

dengan cara atau jalan bagaimana suatu kebijakan itu dilakukan.

pendapat ‘ ang o n oleh : ya Manajemen
menggamba
yaitu :

1. Teknik A

Menurut teknik ini perencana tingkat puncak mengikuti suatu prosedur
sistematik ~ yang  mengharuskan  menganalisis  lingkungan  dan
lembaga/organisasi, sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk
bergerak ke masa depan.

3. Teknik Sistematik dan Terstruktur.
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Teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan

ancaman yang terdapat di dalam lingkungan dan yang disusun begitu rupa,

supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga/organisasi.

ih atau sudah
menentuka 3 ipad eberapa : Strategi  dapat

didefinisikan paling sediki ersy ok i perspektif apa

Dari perspektif yang ke dua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang
dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Menurut Robert H. Hayes yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam
bukunya Manajemen mengidentifikasikan lima ciri utama dari strategi pembinaan
(directing strategy), yaitu:

1. Wawasan waktu, Dampak, Pemutusan upaya, Pola keputusan, Peresapan.
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Strategi pembinaan adalah upaya menciptakan kesatuan arah bagi suatu
organisasi dari segi tujuannya yang berbagai macam itu, dalam memberikan

pengarahan dan mengarahkan sumber daya untuk mendorong organisasi menuju

, penentuan

ertentu dalam

diperlukan, ara | it : atan (equipment),

bahan-baha engkapa aterial) di (time will be

pelaksanaan suatu k prosedur pengambilan

keputusan dan sehingga bahan-bahan
pembinaan tersebut dapat diinformasikan dalam pelaksanaannya. Materi
pembinaan sangat diperlukan dalam persiapannya baik dalam bentuk standar atau
formulir yang dapat digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang penting
daripada kegiatan tersebut.

Pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada

rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan
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perbaikan. Oleh karena itu pembinaan bukan merupakan hasil daripada proses
perencanaan, tetapi hanya sebagai laporan sementara (interiwn report). Hasil
pembinaan adalah spesifikasi dari tujuan-tujuan/sasaran-sasaran target dari
perencanaan yang' ditentukan-dengan apa.yang ingin dicapai, dan bagaimana
mencapainya. Pada suatu deretan, fakta-fakta dan pandangan untuk waktu yang
akan datang, maka harus menyimpulkan apa yang akan mempengaruhi tujuan dari
kegiatan tersebut (hasil yang akan dicapai).

Jelasnya, hasil pembinaan dengan maksud/tujuan untuk -mencapai tujuan
organisasi itu adalah merupakan suatu pertimbangan yang pokok dalam halnya
pengambilan keputusan, maka efisiensi sangat diperlukan, karena efisiensi
merupakan perbandingan yang terbaik antar input dan output.(hasil pelaksanaan
dengan sumber-sumber yang dipergunakan) jadi tujuan hasil pembinaan adalah
untuk mencapai efektif (berhasil guna) dan efisieniy(berdaya guna).

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang
dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi
daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Koordinasi
pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau
provinsi. Pembinaan tersebut meliputi :

1. Koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan

pemerintahan;
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4. Pendidikan dan pelatihan; dan

5. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi

pelaksanaan urusan pemerintahan.

alah suatu usaha atau

“Pelayanan” dalam bentuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat
secara keseluruhan,sehingga bagaimana kepada masyarakat secara keseluruhan,
sehingga bagaimana bentuk institusi pemerintah baik ditingkat pemerintah
maupun pada pemerintah daerah mengkondisikan bagaimana organisasi

pemerintah itu dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efesien dan efektif
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secara kelembagaan kepada masyrakat sebagai unsur yang dilayanin,sehingga
masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya.

Setiap negara memiliki sistem dalam rangka menjalankan kehidupan

Siste elenggaraa : ' D hakikatnya

merupakan uraian tentang i _- : -_ ::'_' ¢ gara dijalankan
oleh Presid ag eme ek . pe Negara. Sistem
penyelengga gai mekanisme
bekerjanya le k selaku kepala
pemerintahan Indonesia sendiri

Qﬁ of istem penyelenggaraan
pemerintahan negara repub . S sekutif dipilih melalui pemilu

dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Berikut beberapa ciri sistem

penyelenggaraan pemerintahan presidensial :

1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi

dipilih langsung oleh rakyat.
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2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab
kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau

legislatif.

al itu dikarenakan
am sistem

5. e ekuas s mbaga perwakilan.

=4
g
v
terne
Vel
g
t

Penyelenggara : kekua ak Negara. Dalam

menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 UUD 1945),
Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan
tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan
politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden

melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat
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masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena
pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan
menggantikan posisinya.

Jika suatussistem penyelenggaraan_pemerintah dilihat dari elemen yang
ada didalamnya maka tatanan atau susunan pemerintahan berupa suatu struktur
yang terdiri dari elemen pemegang:kekuasaan di dalam negara dan saling
melakukan hubungan fungsional di antara elemen tersebut baik secara vertikal
(Legislatif, eksekutif dan yudikatif) maupun horisontal (Pemerintah Daerah).

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dalam pemerintahan ini berkaitan
dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaran pemerintahan, jadi pemerintahan
kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi
menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat.
Pemerintahan ‘Kecamatan .dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi
pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan.

Salah satu tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan kelurahan adalah
untuk membantu tugas-tugas pemerintah dalam..membentuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam hidang.pelayanan pemerintahan, pelayanan
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Pelayanan umum menurut
Wasistiono adalah jasa baik oleh pemerintah. Tjosvold dalam Wasistiono
menyatakan; melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai
kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat manusiawi (Munaf,

2015, p. 117)
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Karena pelayanan pada hakekatnya merupakan hak masyarakat. Pada
hakekatnya suatu pelayanan publik memiliki suatu ruang lingkup yang sangat
luas,tidak hanya terbatas pada pelayanan dalam arti sempit,yakni pada proses
pelayanan tatap muka antara unsur yang melayani (pegawai. pemerintah) dengan
orang yang dilayani (publik) akan tetapi juga terletak pada seluruh proses
pemenuhan kebutuhan dari masyarakatnya (pelayanan dalam arti luas), seperti
pemenuhan  kebutuhan™ masyarakat secara umum oleh lembaga birokrasi
pemerintah.

Menurut Surandadjang (2010:67), berhubungan dengan konsep pelayanan
publik antara” publik (masyarakat) dan pelayana publik (lembaga biokrasi
pemerintah) dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan daerah kedepan.
Maka pada dasarnya didasarkan pada hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan (mutual), sehingga dapat saja disebut sebagai-suatu konsep publik
service yang mengakomodasikan berbagai kepentingan dari pemerintah dan
sebaliknya mengedepankan kepentingan publik sebgai hak dasar dari pemerintah.

Pendapat dan uraian diatas menunjukan bahwa proses dari pelayanan
publik merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan
antara lembaga birokrasi pemerintah sebagai unsur yang melayani dengan
masyarakatnya sebagai unsur yang dilayani oleh lembaga birokrasi
pemerintah.oleh karena itu semestinya tidak akan terjadi berbagai permasalahan
atau penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelayanan publik apabila unsur
pemerintah telah menyadari akan fungsi dasar pemerintah itu sendiri yakni “

pelayanan” dan juga telah menyadari akan adanya fungsi utama dari pemerintah
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yakni pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan (Sarundajang, 2005, p. 146).

Pelayanan umum meliputi dua bidang utama yaitu pelayanan yang non

Q@.

pemerintahan yang berbeda

yang dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk oleh level pemerintahan diatasnya,
begitu juga dengan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai
unsur legislatif di desa.

Dalam upaya memberdayakan kecamatan dan dalam rangka percepatan
otonomi daerah, maka dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
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2008 tentang Kecamatan, maka dapat dijelaskan bahwa tugas Camat dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, meliputi :

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

produk hu : idak be en aturan perundang-
undangan Vi

b. Mem

Selai elaksa i G 6 ib administrasi
pemerintahan erike isi, fasilitasi dan
konsultasi
kelurahan.

C. 3 engav erhadap kepala desa dan/atau
lurah;

Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja
kepala desa, meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari
Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi

wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat
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melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya
bersifat koordinatif.

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau

enyelenggaraan
an, agar dapat

mengetahui Sampa j ‘ an, pelayanan dan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, Camat wajib
melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota
melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan
digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang

akan datang.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, selain menjalankan perannya sebagai pembina dan pengawas

pemerintahan desa, Camat juga melaksanakan berbagai urusan administrasi

mulai dari urusan

N

saleay

dari kabupaten/
alim P., 1991, p.

1132). Kecamata 3 ini dimaksudkan

merupakan tempat pe E gambil sumber data
penelitian ini.
Secara garis besar tu erhadap pemerintah desa yang

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan
pada dasarnya membahas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan
terhadap  pemerintahan  desa/kelurahan,  khususnya dalam  membina

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
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E. Konsep Operasional
Agar tidak terjadi kesalahpahaman penelitian ini serta untuk

mempermudah pemahaman tentang istilah istilah yang terdapat didalamnya

sebagai

tanggung
bagian tugs
pemerintah

Ber

baik. Ada halnya menunjukkan kemajuan, dan peningkatan menjadi yang lebih
baik sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk yaitu
penyuluhan, pengarahan dan bimbingan (Suntoso, 1988, p. 52).

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap
pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama

untuk mencapai tujuan tertentu.
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Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan.

Kecamatan Tampan adalah daerah yang merupakan bagian dari kabupaten/

-
Kelurahan di Kecamatan Ta ‘
Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan atau
melukiskan secara lengkap fakta-fakta dari objek yang diteliti yang kemudian
dianalisa dan ditafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan dalam hal ini
menggambarkan secara jelas tentang segala hal yang menyangkut didalam peran

camat serta hambatannya dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan

Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
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2. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul peneltian ini, penulis mengambil penelitian di Kantor

Camat Tampan yang terletak HR. Soebrantas Nomor 52 Kota Pekanbaru. Adapun

(Sunggono,
sampel da eh c | nelitian dalam

menentukan

d. Lurah di Kecamatan Tampan
Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui

cara mengambil setiap unsur populasi atau responden yang secara keseluruhan
dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Camat, Sekretaris Camat, dan
Kasi Pemerintahan. Kemudian untuk 9 Lurah, peneliti menggunakan kuesioner

dalam mengumpulkan data. Dengan menggunakan teknik penarikan sampel
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dengan sensus yaitu pengambilan sampel secara sensus. Sehingga dari 9
Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan populasi berjumlah 12 orang, dari

hasil tersebut penulis akhirnya menetapkan sampel sebanyak 12 orang juga, yang

tentang peran camat serta hambatannya dalam membina penyelenggaraan

pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan yang diperoleh melalui

penyebaran kuisioner dan wawancara terhadap responden di lokasi penelitian.
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b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber data

yang ada kaitannya dengan penelitian ini seperti Struktur Organisasi Tata Kerja

adakan observasi

ambil informasi

pertanyaan dalam kuisioner telah disediakan jawaban alternatif, jawaban
yang tersedia itu dianggap benar dan memperoleh data atau informasi yang

relevan dengan penelitian.
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c. Wawancara yaitu dialog yang dilakukan untuk memperoleh data dan

informasi dari wawancara. Dalam hal ini penulis mengadakan tatap muka

dan tanya jawab dengan responden. Wawancara yang dilakukan penulis

menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari yang bersifat
umum kemudian dihubungkan dengan yang bersifat khusus. Dimana dalam hal ini
yang bersifat umum adalah hal-hal yang penulis jumpai dilapangan sedangkan
yang bersifat khusus seperti ketentuan perundang-undangan dan pendapat para

ahli, yang mana penulis menghubungkan kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan
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dengan penelitian ini yakni Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan

Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB IIl HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

B. Hambatan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru.
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BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan

B. Saran

%
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o
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o
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49



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Tampan

22°45“BT
wilayah 5.

kecamatan

SR TS )

7
G
: @ tipe A Klasifikasi

rata 74,6% dan tekanan udara 1.007,2 Mb-1.013,0 Mb, dengan rata-rata 1,010,1
Mb serta mempunyai kecepatan angin 7-8 knot/jam.

Curah hujan antara 1.408 mm/th—4.344 mm/th, dengan rata-rata curah
hujan mencapai 2.938 mm/th dan hari hujan selama 198 hari. Musim hujan
terjadi pada bulan Januari

sampai April dan September sampai Desember. Musim kemarau terjadi pada
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bulan Mei sampai Agustus. Keadaan topografi Kecamatan Tampan yaitu datar
dengan kelerengan antara 0-8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 20 mdpl. Jenis
tanahnya adalah brown forest soil. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung
dengan tingkat kesuburan sedang.

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 9 kelurahan, 135 rukun
warga (RW), dan 605 rukun.tetangga(RT). Sembilan kelurahan yang berada di
lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu” Kelurahan Simpang Baru,
Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Binawidya,
Kelurahan Air Putih, Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan
Sialang Munggu dan Kelurahan Delima.

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang.memiliki jumlah
penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah Penduduk Kecamatan yang tinggi
terdapat di Kelurahan Sialang Munggu. Jumlah, penduduk-yang tinggi terjadi
karena Kecamatan Tampan mempunyal wilayah yang luas dibanding dengan
kecamatan lainnya, berjumlah 230.580 jiwa.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
yang mempunyai bermacam suku dan budaya, jarang sekali terjadi perbenturan
dan pada umumnya mereka hidup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan
bahkan juga agama tidak menjadikan mereka sulit untuk bergaul dengan sesama.
Sementara budaya-budaya daerah setiap suku terbina melalui kesenian tradisional,
seperti tayuban, pencak silat, dan lain sebagainya.

Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga tersedia sarana dan prasarana

sosial sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan masyarakat, diantaranya adalah
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sarana olah raga, sarana kesenian dan sarana sosial lainnya. Sarana olahraga yang
tersedia diantara lain lapangan sepakbola, badminton, voly dan lain-lain. Untuk

sarana kesenian terdiri dari bermacam-macam kesenian diantaranya; sanggar tari,

wilayahnya

Tampan ini

1. Sebelah Timur berbatasa ecamatan Marpoyan Damai (Kota

Pekanbaru)

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten
Kampar)

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota
Pekanbaru)

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambang (Kabupaten Kampar)
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Dalam kelangsungan hidup dan jalannya roda pemerintahan Kecamatan
Tampan ini  memiliki banyak lokasi potensi untuk dikembangkan dan
diperdayakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya dalam
bidang ekonomi.dengan potensi_antara lain.yaitu memiliki jumlah penduduk
terbanyak nomor dua setelah kecamatan Bukit Raya dari delapan Kecamatan
lainnya, Kecamatan Tampan .dilalui oleh: jalan raya yang menghubungkan dua
Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Sumatera Barat yang mempunyai pengaruh
sangat positif terhadap perekonomian masyarakat Kecamatan Tampan.

Adapun_jumlah penduduk sesuai dengan data yang penulis peroleh dari
Kantor Camat Tampan. Maka jumlah penduduk sebanyak 230.580 jiwa dengan

49.346 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11.1
Data Profil Kecamatan Tampan
No | Kelurahan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
KK Penduduk | RT RW
1 Delima 3.377 18.672 48 8
2 Tobek Godang 6.170 32.177 73 15
3 Simpang Baru 2.439 13.501 35 10
4 Binawidya 2.507 13.719 30 9
5 Air Putih 4.671 32.381 62 10
6 Tuah Madani 2.670 15.108 31 8
7 Tuah Karya 7.198 36.119 85 19
8 Sialang Munggu | 10.720 45.478 127 31
9 Sidomulyo Barat | 9.054 35.425 115 26
Jumlah 49.346 230.580 605 135

Sumber: Data Penelitian Lapangan, 2019.

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Tampan yang
paling banyak adalah pada kelurahan Sialang Munggu yaitu berjumlah 1,5108
jiwa dengan perincian data dari 31 RT, 8 RW, 7.738 Kepala Keluarga (KK).

Adapun luas kecamatan Tampan yaitu 5.981 Km2.
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Selanjutnya adapun Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 11.1

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

SUB BAGIAN
KEUANGAN

RINTAHAN SEKSI PELAYANAN
AMA, SSTP YESSI WS, S.Pd

Tabel 11.2

Nama-Nama Lurah Di

No | Kelurahan
1 Delima Adri Hidayat Putra, SSTP
2 | Tobek Godang H. Yasir Arafat, S.Sos
3 Simpang Baru Rein Rizka Karvy, SSTP, M.Si
4 Binawidya Syamsu Kamar, S.Pd
5 Air Putih Muhammad Randy Fajar, S.IP
6 Tuah Madani Syafrianto, S.Pd
7 Tuah Karya Muhammad Zaid Riadi, SSTP, M.Si
8 Sialang Munggu | Indragama, S.Sos
9 Sidomulyo Barat | Hendry Safitrah, SH. MH

Sumber: Data Penelitian, 2019.
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Dalam menjalankan programnya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

selalu berpedoman pada visi dan misi yang telah dirumuskan. Adapun Visi dan

Misi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.!" Pemerintahan
Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.
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Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala
daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut
bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang
wakil kepala dagrah, untuk provinsi disebut.wakil Gubernur, untuk kabupaten
disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil
kepala daerah-memiliki tugas,-wewenang:dan kewajiban serta larangan. Kepala
daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada DPRD, serta .menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernuryang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil
pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk
menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemerintah  termasuk dalam  pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan
kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi
adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti
bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam
organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya
mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan

tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya
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tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk;
potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan

prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat

daerah, ke

ditetapkan

berpedoma

Sekre

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk
badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah
sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui
Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman

pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam
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pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau
wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk
di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Kelurahan dipimpin oleh lurah.yang dalam.pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan dari Bupati/Wali kota.

Pemerintah daerah ini_merujuk. pada jotoritas administratif di suatu daerah
yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakanA sebuah
negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu
dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi,
kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU.

Menurut-Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang~memimpin pelaksanaan urusan-pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah. daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya. dalam ‘sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara
demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh

satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk
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kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala
dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.
Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan.pemerintahan..daerah kepada Pemerintah, dan memberikan
laporan Kketerangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil
pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk
menjembatani_dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi
Pemerintah  termasuk dalam pembinaan = dan. pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan
kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada,Presiden.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka
melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil
pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah
kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada

instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
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3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah
kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada

i dan tugas
konkuren,

berbeda pemerintahan

absolut. ah Pusat dan

Daerah p usan tersebut
didasarkan eksternalitas, serta
kepentingan yang menjadi

dasar pelakse
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mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah,
terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air.
Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya
dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan
pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral

dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah
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barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti
perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi
kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai
ke pelosok daerahssesuai dengan.kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain
bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi
daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan
kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur _pemerintahan di luar yang
menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab.

Implementasi” kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya
perubahan secara struktural; fungsional dan.Kultural dalam keseluruhan tatanan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial
adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut,
mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung
pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan
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pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi
peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kecamatan tidak wlagi merupakan satuan wwilayah kekuasaan
pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status
kecamatan kini merupakan perangKkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan
dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan
jelas dalam ~Pasal 120 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yakni, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
kecamatan dankelurahan”.

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah
dan Wakil Pemerintah Pusat, melainkan sebagai \perangkat daerah. Camat tidak
lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah
pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi
perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan
penyelengaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan
pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam
bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata
pemeritahan yang baik.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai

peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang
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kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-
tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh

Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas

tersebut tidak ‘- ‘ a_memposisi ‘ bagai kepala wilayah
Nty
kepada

intahan yang

SRRERARARS
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dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Selanjutnya dalam Pasal 21 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2018 tentang Kecamatan, adapun yang menjadi ruang lingkup Tugas Camat
dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (1) huruf (f) yaitu meliputi:
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g. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan

desa dan/atau kelurahan;

h. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan

penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian
wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria ekternalitas dan efisiensi.
Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan
pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai.dengan amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintahan Daerah
yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan serta peran
masyarakat. Pemerintahan menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan
sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil
pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah seperti
Gubernur, Bupati, Camat dan Lurah.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota. Pertanggung jawaban camat kepada Bupati/Walikota melalui
Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui
bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, Karena
secara struktual Camat berada langsung dibawahi Bupati/Walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak
memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas
umum Pemerintahan di Wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif
dalam bidang koordinasi Pemerintahan terhadap seluruh instansi Pemerintah

wilayah Kecamatan, penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, penegakkan
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Peraturan  Perundang-undang, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintah lainnya yang belum

dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan dan atau instansi Pemerintah

seperti, kepa - : an tidak secara

otomatis m : anga ‘ ' pemerintah umum

) ’Q ang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintaha ‘ : skan bahwa kecamatan adalah
perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f,
Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

g. Sekretariat daerah
h. Sekretariat DPRD

i. Inspektorat
j. Dinas
k. Badan
I. Kecamatan
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Kedudukan kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

4. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka

yang berkualitas pada Qz
Pembinaan oleh seo . - dalam suatu organisasi adalah
suatu pelaksanaan membina yang dilakukan oleh Camat untuk mencapai suatu
tujuan yang diinginkan demi kepentingan masyarakat agar dapat mewujudkan
partisipasi masyarakat serta demokrasi secara nyata guna meningkatkan taraf
hidup masyarakat. Arti penting menurut Nurcholis adalah:

g. Diarahkan  untuk  menjamin  penyelenggaraan  tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna

h. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta menumpuk
kegairahan bekerja
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i. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat
pada pancasila, UUD 1945 dan Negara

J. Ditunjukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi

k. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran, dan pemanfatan pegawai

I. Diarahkan pada Pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja
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sendiri.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat sebagimana
dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

J. Menyelenggarakan urusan pemerintah ditingkat kecamatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
pelaksanaan urusan pemerintah umum.

k. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

I.  Mengkordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban

umum.
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m. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah.
n. Menggordinasikan pemeliharan prasarana dan sarana pelayanan umum

asikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

gan daerah

aj perangkat

17 Tahun 2018

tentang Kec adi ruang lingkt jas Camat Dalam

administrasi desa dan/atau

. Melakukan pembinaaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau

lurah;

. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau

kelurahan;

. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan di tingkat kecamatan; dan
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r.

Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada

bupati/walikota.

Berdasarkan-penelitian yang telah dilakukan, adapunrekapitulasi data hasil

penyebaran kuesioner terhadap Lurah di Kecamatan Tampan sebanyak 9 orang

dapat dilihat pada tabel 1111 berikut in:

Tabel 111.1: Rekapitulasi Tanggapan Lurah di Kecamatan Tampan

No

Daftar Pertanyaan

Tanggapan Lurah

1

2

B

4

5

1

Apakah Camat Tampan sudah
Membina Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kelurahan ini?

A

A

A

A

A

Apakah  Peran Camat Tampan
dalam Membina Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan sudah
baik?

Apakah Camat Tampan sudah
memberikan bimbingan.supervisi,
fasilitasil, dan konsultasi
pelaksanaan administrasi pada
Kelurahan ini?

Apakah Camat Tampan sudah
melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Lurah?

Apakah Camat Tampan sudah
melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap seluruh
perangkat kelurahan disini?

Apakah Camat Tampan sudah
melakukan evaluasi
penyelenggaraan  pemerintahan
Kelurahan di tingkat Kecamatan?

Apakah Camat Tampan sudah
melakukan seluruh tugas dan
fungsinya dengan baik?

Sumber: Data Penelitian, 2019.
Keterangan:

A : Sudah

B : Belum
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Adapun penjelasan dari data kuesioner tanggapan Lurah di Kecamatan

Tampan diatas adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Lurah menjawab bahwa Camat Tampan sudah Membina

Berdasarkan hasil tanggapan dari 9 orang Lurah diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa Camat Tampan sudah Membina Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan. Hal ini dibuktikan oleh

pernyataan dari Sembilan Lurah di Kecamatan yang mengatakan bahwa Camat
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Tampan telah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
dengan baik, yaitu baik secara administrasi maupun fisik dilapangan.

Dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi
pelaksanaan administrasi- kelurahan, Camat. Tampan sudah. melaksanakan tugas
dan fungsinya berdasarkan prosedur yang berlaku pada peraturan perundang-
undangan. Kemudian dalam. melakukan ‘pembinaan dan pengawasan terhadap
Lurah, Camat Tampan telah merealisasikan perannya yaitu dengan mengadakan
rapat rutin antara sembilan lurah dan camat selama dua kali dalam seminggu.
Dalam rapat rutin ini, lurah dan camat Tampan membahas masalah-masalah yang
ada di Sembilan kelurahan, baik itu masalah yang sedang dihadapi maupun
masalah-masalah yang akan dihadapi kedepannya. Selain itu juga dilakukan
evaluasi mengenai apa yang kurang dan apa yang harus dibenahi, diperbaiki serta
dipertahankan apa yang sudah bagus.

Dalam rapat ini, tidak hanya camat saja yang memberikan solusi atau
pemecahan masalah, namun seluruh lurah juga sangat dianjurkan untuk
mengemukakan pendapatnya guna pemecahan masalah yang dihadapi bersama
maupun masalah yang dihadapi eleh salah'satu desa. Rapat dilakukan secara rutin
di Kantor Camat Tampan. Apabila ada yang salah satu lurah yang tidak bisa hadir
dalam rapat tersebut, maka harus ada perwakilan dari perangkat kelurahan, seperti
Sekretaris Lurah ataupun Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan.

Meskipun tidak ada masalah yang sedang dihadapi, namun rapat tetap
dilaksanakan secara rutin yakni dua kali dalam seminggu. Hal ini bertujuan untuk

menjaga silaturrahmi antara camat dengan seluruh lurah, maupun antar sesama
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lurah itu sendiri, agar ikatan seluruh pemerintah pada jajaran kecamatan dan
kelurahan tetap terjaga dengan baik dan harmonis.

Kemudian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh
perangkat kelurahan, Camat Tampan melakukan koordinasindengan seluruh Lurah
dalam setiap pertemuan atau rapat yang dilakukan dua kali dalam seminggu
tersebut, untuk membina dan. mengawasi Seluruh perangkat kelurahan. Selain itu
Camat Tampan juga melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara turun
langsung ke lapangan secara dadakan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal
ini dilakukan agar pihak Kecamatan Tampan dapat mengetahui secara langsung
kondisi kelurahan secara nyata. Apabila kedapatan pegawai kelurahan yang nakal
seperti keluar pada saat jam kerja tanpa alasan, atau melakukan pungli, maka
Camat Tampan akan memberikan teguran secara baik-baik. Namun apabila sudah
terjadi berulang kali dan tidak bisa dibina secara baik-baik; maka Camat akan
memberikan sanksi kepada perangkat kelurahan yang nakal tersebut berupa
pemotongan gaji (punishment) atau bahkan dilakukan pemecatan.

Selain itu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat
Kecamatan juga sudah dilakukan.oleh"Camat. Tampan, yaitu pada saat pertemuan
atau rapat yang diadakan selama dua dalam seminggu tersebut. Dalam pertemuan
tersebut, lokasi rapat juga dilakukan secara bergantian, misalnya dalam minggu
dilakukan pada Kelurahan Tuah Karya, kemudian untuk minggu berikutnya
dilaksanakan pada Kantor Lurah Sialang Munggu, dan begitu seterusnya.

Secara keseluruhan, peran camat dalam membina penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan sudah cukup baik, selain itu juga melihat tanggapan dari
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seluruh lurah yang ada di kecamatan Tampan, tugas dan fungsi camat Tampan
sudah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun secara keseluruhan belum
sempurna, namun peran camat sangat membantu pihak kelurahan dalam hal
penyelenggaraan. pemerintahan kelurahan di.Kecamatan Tampan.

Kemudian berdasarkan tanggapan dari beberapa masyarakat yang peneliti
temui di lingkungan kantor -Camat -“Tampan, .tanggapan masyarakat tentang
pelayanan di kantor Camat Tampan yaitu cukup baik. Masyarakat menjelaskan
bahwa pelayanan di Kantor Camat Tampan sudah menggunakan system nomor
antrian, dan secara garis besar pelayanannya cukup cepat cepat dan tidak berbelit-
belit. Selain itu pegawainya juga termasuk cukup ramah dan komunikatif.

Namun ada juga beberapa warga di kecamatan tampan yang kecewa dengan
pelayanan yang diberikan oknum pegawai kecamatan dan kelurahan di Tampan
Kota Pekanbaru. Pasalnya seluruh layanan yang diberikan seluruhnya berbayar.
Jika masyarakat tidak mau membayar, pegawai terkesan malas-malasan dan tidak
acuh. Salah satu contoh pelayanan yang harus dibayar oleh warga yaitu
perekaman KTP elektronik. Padahal sudah jelas Walikota Pekanbaru menegaskan
bahwas rekam KTP tidak dipungut biaya atau gratis.

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan Camat Tampan,
Sekretaris Camat dan Kepala Seksi Pemerintahan Camat Tampan mengenai Peran
Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan
Tampan, Camat Tampan telah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan dengan baik, yaitu baik secara administrasi maupun fisik

dilapangan yakni turun langsung ke lapangan.
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Peran camat memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi
pelaksanaan administrasi kelurahan, Camat Tampan sudah melaksanakan tugas
dan fungsinya berdasarkan prosedur yang berlaku pada peraturan perundang-
undangan. Kemudian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Lurah, Camat Tampan telah merealisasikan perannya yaitu dengan mengadakan
rapat rutin bersama antara sembilan Jurah dan camat selama dua kali dalam
seminggu.

Rapat tersebut dilakukan setiap hari senin, membicarakan semua masalah
yang terjadi secara bersama. Paling kurang rapat diadakan dua kali dalam
seminggu, bahkan kadang jika ada masalah yang urgen atau mendesak, maka
seminggu bisa sampai tiga kali diadakan pertemuan rapat. Dalam rapat rutin ini,
lurah dan camat Tampan membahas masalah-masalah yang ada di Sembilan
kelurahan, baik itu masalah yang sedang dihadapismaupun masalah-masalah yang
akan dihadapi kedepannya. Selain itu juga dilakukan evaluasi mengenai apa yang
kurang dan apa yang harus dibenahi dan disempurnakan.

Kemudian dalam. pertemuan tersebut, tidak. hanya camat saja yang
memberikan solusi atau pemecahan masalah, namun seluruh lurah juga sangat
dianjurkan untuk mengemukakan pendapatnya guna pemecahan masalah yang
dihadapi bersama maupun masalah yang dihadapi oleh salah satu desa. Rapat
dilakukan secara rutin di Kantor Camat Tampan. Apabila ada yang salah satu
lurah yang tidak bisa hadir dalam rapat tersebut, maka harus ada perwakilan dari
perangkat kelurahan, seperti Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan Lurah, ataupun

bisa perangkat kelurahan lainnya yang dinilai sudah berpengalaman.
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Apabila tidak ada masalah yang sedang dihadapi, akan tetapi pertemuan
tetap dilaksanakan secara rutin yakni dua kali dalam seminggu. Hal ini bertujuan
untuk menjaga silaturrahmi antara camat dengan seluruh lurah, maupun antar
sesama lurah itu_sendirt, agar-ikatan seluruh.pemerintah pada jajaran kecamatan
dan kelurahan tetap terjaga dengan baik dan harmonis. Selain itu juga untuk
mengevaluasi Kinerja daripada.masing-masing:kelurahan selama seminggu.

Mekanisme pelaksanaan pembinaannya yaitu dari bawah, yakni mulai dari
RT, RW, Lurah, baru ke kecamatan. Artinya ini sesuai dengan struktur yang ada
di pemerintahan Kota Pekanbaru itu adalah pemerintahan yang paling kecil itu
adalah RT. Jadi apapun bentuknya, mekanismenya melalui dari RT, RW, Lurah,
baru ke camat.Begitu juga dengan pihak camat, harus selalu.mengevaluasi dan
berkoordinasi. Yakni Lurah berkoordinasi dengan RT dan RW. Kemudian camat
berkoordinasi “dengan. lurah, Jadi apapun_, bentuk  yang terjadi, apapun
administrasinya harus melalui aturan prosedur yang ada.

Kemudian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh
perangkat kelurahan, Camat Tampan melakukan koordinasi dengan seluruh Lurah
dalam setiap pertemuan atau rapat yang.dilakukan dua kali dalam seminggu
tersebut, untuk membina dan mengawasi seluruh perangkat kelurahan. Selain itu
Camat Tampan juga melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara turun
langsung ke lapangan secara dadakan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal
ini dilakukan agar pihak Kecamatan Tampan dapat mengetahui secara langsung
kondisi kelurahan secara nyata. Apabila kedapatan pegawai kelurahan yang nakal

seperti keluar pada saat jam kerja tanpa alasan, atau melakukan pungli, maka
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Camat Tampan akan memberikan teguran secara baik-baik. Namun apabila sudah
terjadi berulang kali dan tidak bisa dibina secara baik-baik, maka Camat akan
memberikan sanksi kepada perangkat kelurahan yang nakal tersebut berupa
pemotongan gaji atau bahkan dilakukan mutasi-jabatan.

Selain itu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat
Kecamatan juga sudah dilakukan:oleh ‘Camat Tampan, yaitu pada saat pertemuan
atau rapat yang diadakan selama dua dalam seminggu tersebut. Dalam pertemuan
tersebut, lokasi rapat juga dilakukan secara bergantian, misalnya dalam minggu
dilakukan pada Kelurahan Bina Widya, kemudian untuk minggu berikutnya
dilaksanakan pada Kantor Lurah Tobek Godang, atau di Kantor Lurah lainnya
berdasarkan urutan giliran.

Dalam melaksanakan tugas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan,
pemerintah kecamatan selalu melaporkan penyelenggaraan pemerintahannya
secara rutin dalam sebulan sekali kepada Walikota Pekanbaru. Pemerintah
Kecamatan Tampan selalu tertib dan disiplin dalam hal administrasi. Karena
menggambarkan visi-dan misi Kecamatan Tampan yakni Pelayanan Administrasi
Terpadu yang Tertib dan Disiplin, serta. Cepat; Andalan dan Terdepan.

Camat Tampan juga menyatakan bahwa tugas camat dalam membina
Sembilan kelurahan yang ada di kecamatan Tampan tidak begitu berat atau lebih
tepatnya biasa saja. Karena camat Tampan menilai bahwa semua kelurahan yang
ada di Kecamatan Tampan semuanya sama, yakni sama-sama berkompeten. Selin
itu juga seluruh Lurah di Kecamatan Tampan merupakan Lurah-Lurah andalan

dan pilihan, kinerjanya bersih dan tidak diragukan lagi.
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Selain itu Camat Tampan juga memberikan penilaian terhadap seluruh
kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan, bahwa kelurahan yang paling tertib
administrasinya sejak dulu adalah Kelurahan Tobek Godang. Alasannya yaitu
karena pelayanan.administrasi-di.Kelurahan Tebek Godang selalu lebih cepat dan
terdepan diantara kelurahan-kelurahan lainnya. Kemudian mengenai hal-hal lain
yang bersifat privasi dan rahasia, pihak €amat Tampan tidak bisa memberikan
pernyataannya, karena menurut Camat Tampan beberapa pertanyaan wawancara
dari peneliti bersifat privasi dan rahasia.

Secara Keseluruhan Camat Tampan menyadari bahwa perannya dalam
membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan selama ini belum seluruhnya
bagus dan sempurna, bisa dikategorikan cukup baik. Apabila dinilai dengan angka
0% - 100%, persentasenya adalah 60%. Karena beliau menilai bahwa dirinya
selaku Camat lebih lebih banyak bekerja dilapangan, sementara untuk didalam
seperti hal-hal administrasi, lebih banyak peran dari Sekretaris Camat.

Kemudian mengenai hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan
fungsinya selaku camat di Kecamatan Tampan.adalah masih kurangnya
pembinaan terhadap perangkat kelurahan. Beliau mengatakan bahwa selama ini
dalam melakukan pembinaan yaitu dalam bentuk rapat atau pertemuan yang
dilakukan minimal dua kali dalam seminggu, beberapa Lurah sering absen dan
diwakilkan oleh sekretaris atau staff. Dalam hal ini camat tidak menyebutkan
lurah mana saja yang sering tidak hadir, namun camat mengatakan bahwa lurah

yang paling disiplin adalah Lurah Tobek Godang.
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Dari data-data yang penulis kumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan
observasi dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa Peran Camat dalam membina
penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan sudah cukup
baik, karena sudah sesuai dengan_Peraturan.Pemerintah Nemor 17 Tahun 2018
tentang. Kecamatan. Selain itu juga terlihat dari adanya bentuk koordinasi yang
selalu dilakukan oleh Camat. terhadap-Sembilan Lurah yang ada di Kecamatan
Tampan, kemudian Lurah berkoordinasi dengan RT dan RW"di kelurahannya
masing-masing. Disamping itu juga didukung dengan adanya rapat rutin Bersama
yang diadakan minimal dua kali dalam seminggu antara camat dan lurah di
Kecamatan Tampan. Sehingga Peran Camat dalam_membina penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan cukup terlaksana dengan baik.

Adapun kekurangan yang terdapat pada Camat Tampan yaitu Camat
Tampan hanya melakukan jpembinaan terhadap {urah saja.-Pembinaan tersebut
dilakukan pada saat rapat umum. Sehingga tidak ada kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan yang dilakukan secara khusus. Selain itu Camat Tampan
juga tidak mengikutsertakan seluruh pegawai/perangkat kelurahan yang ada di
Kecamatan Tampan. Camat hanya “mengkoordinasikan kepada lurah untuk
membina perangkat kelurahannya masing-masing. Sehingga seluruh perangkat
kelurahan tidak mengetahui secara pasti mengenai isi dari pembahasan rapat
tersebut, khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Dalam hal ini seharusnya camat Tampan turun langsung ke lapangan untuk
membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kepada seluruh perangkat

kelurahan secara langsung tanpa melalui koordinasi menggunakan perantara

79



Lurah. Karena pada hakikatnya hal ini merupakan tugas pokok dan fungsinya
sebagai camat untuk membina seluruh perangkat kelurahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Sehingga seluruh perangkat kelurahan
dapat mengetahui® secara pasti._mengenai..tugas perangkat kelurahan dalam

melakukan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik.

B. Hambatan Camaty.:Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Pada umumnya setiap kegiatan terdapat suatu hambatan, tidak terkecuali
Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner
penelitian beserta hasil observasi dilapangan, adapun yang menjadi Hambatan
Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan
Tampan salah satunya yaito-dalam pertemuanzantara camat dan Sembilan lurah
yang diadakan minimal dua kali dalam seminggu, beberapa lurah sering tidak
datang. Lurah mewakilkan kepada sekretaris lurah atau staff lainnya. Sehingga
pembinaan yang dilakukan camat kepada lurah kurang maksimal. Selain itu camat
Tampan tidak turun langsung ke lapangan untuk membina seluruh perangkat
kelurahan secara langsung. Camat hanya mengkoordinasikan melalui lurah
masing-masing. Sehingga peran camat dalam membina kepada seluruh perangkat
kelurahan kurang terlaksana. Akibatnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
yang dilakukan perangkat kelurahan seperti pelayanan administrasi kepada

masyarakat kurang maksimal.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan h enelitian dan pembaha ta masalah pokok yang

2018 tentang

BN B
5

b administrasi,

SRS S

Koordinasi disampaikan mela pat rutin yang diadakan minimal dua kali
dalam seminggu antara camat dan lurah di Kecamatan Tampan.

2. Hambatan Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
di Kecamatan Tampan yaitu dalam pertemuan antara camat dan Sembilan
lurah yang diadakan minimal dua kali dalam seminggu, beberapa lurah
sering tidak datang. Lurah mewakilkan kepada sekretaris lurah atau staff

lainnya. Sehingga pembinaan yang dilakukan camat kepada lurah kurang
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maksimal. Selain itu camat Tampan tidak turun langsung ke lapangan untuk
membina seluruh perangkat kelurahan secara langsung. Camat hanya

mengkoordinasikan melalui lurah masing-masing. Sehingga peran camat

B. Saran

Saran I : ang terkait dalam
penelitian i
1. Disara lapangan yakni

elurahan secara

2. Disarankan kepada seluruh Lurah di Kecamatan Tampan untuk lebih
disiplin dalam menghadiri rapat atau pertemuan yang diadakan dua kali
dalam seminggu oleh Camat Tampan. Karena dalam pertemuan tersebut
camat memberikan pembinaan mengenai penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan. Sehingga lurah dapat menyelenggarakan pemerintahan kelurahan

dengan baik dan maksimal, khususnya dalam melayani masyarakat.
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